BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,
! Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten
Pacitan Tahun 2016-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
. Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
. Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5156);




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 125);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang
Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang  Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pedoman  Penyusunan Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 15)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 3);
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pacitan
Tahun 2005-2025( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2011 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014
Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2016 Nomor 5);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN,
dan
BUPATI PACITAN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2016-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

. G B0 o

e

10.

11.

12,

13.

Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Bupati adalah Bupati Pacitan.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.

Dinas adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi
penyelenggaraan unsur kepariwisataan.

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan
rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik
wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,
pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan
pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul
sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara
wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan pengusaha.

Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala
sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa
keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia
yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata
adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih kawasan
administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas
umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling
terkait, dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten adalah hasil
perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam
bentuk Destinasi Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten.

Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnyan disingkat (DPK)
adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah
administratis yang di dalamnya terdapat memiliki tema tertentu, dengan
komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,
aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi
terwujudnya kepariwisataan yang merupakan kewenangan kabupaten.



14. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnyan disingkat
(KSPK) adalah kawasan yang mempunyai fungsi utama pariwisata atau
memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang
mempunyal pengaruh penting dalam satu atau dua aspek, seperti
pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pengembangan sumberdaya
alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

15. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan
kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara
individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup,
kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

16. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan,
mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola
relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan
seluruh pemangku kepentingannya.

17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau
jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan
pariwisata.

18. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling
terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

19. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta

. jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi

- Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya

manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara
berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian
tujuan di bidang kepariwisataan.

20. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM
Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara
langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.

21. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan
perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja
pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

22. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang
pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan
berfungsi sebagaimana mestinya.

23. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan
yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas

. kehidupan keseharian.

- 24 . Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus
ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan,
keselamatan, wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi
pariwisata.

25.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang

selanjutnva disebut dengan Ripparkab adala epcana pembanoynar




Pasal 3

Ruang Lingkup Ripparkab sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi:
a. Pembangunan Destinasi Pariwisata;

b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata;

c. Pembangunan Industri Pariwisata; dan

d. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata.

Pasal 4
(1) Ripparkab sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:
a. Visi;
b. Misi;
c. Tujuan;

d. Sasaran;dan
e. Arah pembangunan kepariwisataan kabupaten.

(2) Pelaksanaan Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha
dan masyarakat.

Pasal 5

Visi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a adalah
terwujudnya pariwisata berbasis alam dan budaya yang mendorong
peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pasal 6

Misi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

a. Destinasi pariwisata yang nyaman bagi wisatawan, berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan, serta meningkatkan pendapatan daerah
dan masyarakat;

b. Pemasaran pariwisata yang  sistematis, tepat sasaran dan
bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;

c. Industri pariwisata yang kredibel, bersemangat kemitraan dan
kooperasi, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan
sosial budaya;dan

d. Kelembagaan kepariwisataan yang akuntabel, regulasi dan mekanisme
operasional yang efektif dan efisien, serta sumberdaya manusia yang
kompeten dalam rangka mendorong perkembangan Kkepariwisataan
Kabupaten Pacitan.

Pasal 7

Tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata daerah;

b. Mewujudkan industri pariwisata yang bersemangat kemitraan dan
kooperasi serta mampu menggerakan perekonomian daerah;

c. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan Dberikut sumberdaya
manusianya yang mendukung perkembangan kepariwisataan daerah
melalui kerjasama yang baik dalam satu visi yang sama; dan

d. Mengkomunikasikan destinasi pariwisata Kabupaten Pacitan melalui
sistem promosi dan pemasaran yang sistematis dan tepat sasaran.

Pasal 8

(1) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:
a. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan
mancanegara;
b. Peningkatan jumlah pergerakan wisatawan;
c. Peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan,;



d. Peningkatan pendapatan masyarakat dari usaha-usaha terkait
kepariwisataan; dan
e. Peningkatan pendapatan asli daerah.
(2) Sasaran sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) akan dicapai dalam
dua tahapan pengembangan, yaitu:
a. Tahap [;dan
b. Tahap II
Pasal 9

Arah pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud

dalam pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:

a. Prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;

b. Orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan
kerja, pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan;

c. Pelaksanaannya dilakukan dengan tatakelola yang baik;

d. Pelaksanaannya dilaksanakan secara terpadu, lintas sektor, lintas
daerah, dan lintas pelaku; dan

e. Pelaksanaannya dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor
publik dan swasta.

Pasal 10

Arah pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9 menjadi dasar arah regulasi, kebijakan, strategi, dan indikasi
program kegiatan dan pendanaan dari setiap komponen pembangunan

kepariwisataan.
BAB III
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten meliputi:

a. Perwilayahan destinasi pariwisata;

b. Pembangunan DTW,

c. Pembangunan Aksesibilitas;

d. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas
pariwisata;

e. Pemberdayaan masyarakat; dan

f. Pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Destinasi Pariwisata

Pasal 12
(1) Perwilayahan destinasi pariwisata kabupaten meliputi:
a. DPK; dan
b. KSPK

(2) Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) ditetapkan dengan kritena:
a. Merupakan destinasi geografis dengan cakupan wilayah kecamatan
yang diantaranya merupakan KSPK;
b. Memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan kenal secara luas,
serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola
pemaketan produk dan pola kunjungan wisata;



c. Memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung
penguata daya saing;

d. Memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang
mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan

e. Memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(3) KSPK ditetapkan dengan kriteria:

a. Memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan
pariwisata;

b. Memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik
wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;

c. Memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;

d. Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;

. Memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan
keutuhan wilayah;

f. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup;

. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan
pemanfaatan aset budaya;

. Memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;

Memiliki kekhususan dari wilayah;
Kesamaan jenis dan karakter daya tarik wisata;

. Kesamaan arah dan cara pencapaian menuju daya tarik wisata;
Kedekatan daya tarik wisata terhadap pusat-pusat pelayanan;
Kedudukan sebaran daya tarik wisata secara geografis; dan
Kondisi geomorfologi Kabupaten Pacitan.

(4) Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Strategis
Pariwisatan Kabupaten dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria
prioritas memiliki:

a. Komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan

b. Posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;

c. Posisi straegis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan
kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks lokal maupun
nasional;

d. Potensi tren produk wisata masa depan;

e. Kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam
menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan
nusantara dalam waktu yang relatif cepat;

f. Citra yan sudah dikenal secara luas;

g. Kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di
Kabupaten Pacitan;

h. Keunggulan daya saing regional maupun nasional.

[v]

A

Pasal 13

DPK dimaksud pasal 12 ayat 1 huruf a terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu :
a. DPK A Wisata Geopark dengan objek wisata yang dikembangkan

meliputi:

1) Pantai Srau,

2) Pantai Klayar;

3) Pantai Karang Bolong/Segoro Bunder;

4) Pantai Nampu;

5) Pantai Watu Karung;

6) Makam Keturunan Raja;

7) Bekas Kerajaan Wirati dan Makam Kyai Santri;

8) Makam Kyai Banteng;

9) Situs Bak Soko;

10) Song Agung dan Song Terus;

11) Goa Gong;

12) Goa Tabuhan;



13) Goa Putri;

14) Goa Kalak;

15) Goa Kendil;

16) Luweng Jaran;

17) Luweng Ombo;

18) Wana Wisata; dan

19) Obyek wisata sekitarnya

DPK B Mass Tourism dengan objek wisata yang dikembangkan meliputi:
1) Pantai Teleng Ria,;

2) Pantai Tamperan;

3) Palagan Tumpak Rinjing;

4) Makam Kanjeng Jimat;

5) Sumber Air Hangat;

6) Pondok Tremas;

7)  Makam Ki Agung Petung;

8) Notopuro; dan

9) Obyek wisata sekitarnya

DPK C Wisata Budaya dan Minat Khusus dengan objek wisata yang
dikembangkan meliputi:

1) Pantai Tawang;

2) Pantai Bakung;

3) Pantai Wawaran;

4) Pantai Jetak;

5) Pantai Bawur;

6) Pantai Sidomulyo;

7) Pantai Taman;

8) Pantai Soge;

9) Gunung Limo;

10) Batu Tulis;

11) Makam Sutononggo;

12) Goa Somopuro;

13) Goa Papringan;

14) Goa Pentung;

15) Goa Kambil;

16) Petilasan Buwono Keling Geger Gunung Selurung,
17) Markas Jendral Sudirman;

18) Makam Kanjeng Bayat;dan

19) Obyek Wisata sekitarnya

DPK D Agrowisata dengan objek wisata yang dikembangkan meliputi:
1) Monumen Jenderal Sudirman;

2) Makam Eyang Putri dan Iro Kombor;
3) Makam Mbah Wager;

4) Agrowisata ;dan

5) Obyek wisata sekitarnya

Pasal 14

KSPK sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1 huruf b terdin dari:

e a0 o

KSPK Klayar Raya dan sekitarnya;

KSPK Watu Karung-dan sekitarnya,;

KSPK Kota Raya dan sekitarnya;

KSPK Taman Soge dan sekitarnya,

KSPK Pidakan- Dangkal-Gununglimo dan sekitarnya; dan
KSPK Bintang Agro dan sekitarnya

Pasal 15

Arah kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten dan
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten meliputi :



(2)

(3)

(2)

Perencanaan pembangunan DPK dan KSPK;

Penegakan regulasi pembangunan DPK dan KSPK;

Pengendalian implementasi pembangunan DPK dan KSPK;
Monitoring dan pengawasan pembangunan DPK dan KSPK.
Penegakan regulasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai
tugas pokok dan fungsi penegakan peraturan perundang-undangan
Pelaksanaan monitoring dan pengawasan dilakukan oleh Perangkat
Daerah yang membidangi pariwisata dan Perangkat Daerah terkait
dengan monitoring dan pengawasan pembangunan.

o op

Bagian Ketiga
Pembangunan DTW

Pasal 16

Pembangunan DTW meliputi pengembangan dan pembangunan:

a. DTW Alam;

b. DTW Budaya; dan

c. DTW Buatan/Binaan Manusia.

Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan:

a. Perintisan  pengembangan DTW dalam rangka mendorong
pertumbuhan DPK dan pengembangan daerah,

b. Pembangunan DTW untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan
daya tarik untuk menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;

c. Pemantapan DTW untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam
menarik kunjungan wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan

d. Revitalisasi DTW dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan,
daya saing dan daya tarik pada DPK.

Pasal 17

Jenis dari masing-masing DTW sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Strategi Pengembangan DTW meliputi:

a.

b.

Pengembangan sistem keruangan wisata terpadu melalui pembentukan
satuan DPK dan KSPK;

Pengembangan fasilitas layanan wisata terpadu dalam rangka
pembentukan simpul-simpul pusat pelayanan skala regional dan lokal;
Pengembangan produk kepariwisataan kabupaten melalui strategi
pengembangan tematik kepariwisataan terpadu dalam satu kesatuan
wilayah pengembangan kepariwisataan;

Pengembangan produk-produk baru yang berbasis pada daya tarik
wisata alam;

Pengembangan produk kepariwisataan mengacu pada pendekatan
koridor wisata terpadu lintas batas wilayah; dan

Pengembangan kepariwisataan kabupaten yang berwawasan lingkungan
melalui sinergi pengelolaan lingkungan secara terpadu dan
berkesinambungan.



Pasal 19

Arah pengembangan DTW adalah sesuai dengan misi pembangunan
kepariwisataan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a.

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas

Pasal 20

(1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi:
a. Pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan
pariwisata
b. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung
pengembangan pariwisata; dan
c. Pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan
pariwisata
(2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan
pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di
dalam destinasi pariwisata.

Pasal 21

(1) Strategi pengembangan moda transportasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi :
a. Mengembangkan sarana moda transportasi darat disepanjang koridor
pariwisata utama,;
b. Memperkuat upaya pengelolaan daya tarik wisata dan lingkungan;
c. Mengembangkan moda transportasi penghubung antara daya tarik
wisata dan pintu masuk yang meliputi sub terminal dan terminal.
(2) Strategi pengembangan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Mengembangkan prasarana transportasi di sepanjang koridor
pariwisata utama,
b. Mengembangkan prasarana transportasi dari koridor pariwisata
utama ke koridor pariwisata penunjang;
c. Mengembangkan prasarana rintisan transportasi laut sebagai
pendukung pembangunan kepariwisataan.
(3) Strategi untuk pengembangan sistem transportasi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf ¢, meliputi:
a. Mengembangkan sistem transportasi darat di sepanjang koridor
pariwisata utama,
b. Mengembangkan sistem transportasi penghubung antara daya tarik
wisata utama dan simpul daya tarik pendukung.

Pasal 22

Pembangunan aksesibilitas pariwisata adalah sebagai berikut:
a. Pengembangan aksesibilitas di Wisata Geopark berupa:

1. Peningkatan jalur dan moda transportasi pada koridor utama ,
segmen jalur barat dari arah Wonogiri sepanjang koridor penghubung
lintas objek wisata;

2. Pengembangan fasilitas transfer moda pada jalur koridor utama
khususnya di kota Kecamatan Donorojo, sebagai pintu gerbang
utama;



3. Peningkatan dan pengembangan rambu rambu petunjuk arah ke
masing-masing destinasi wisata dari koridor utama sampai dengan
koridor masuk ke masing-masing destinasi wisata; dan

4. Penataan akses internal, area parkir dan sistem sirkulasi pada
masing-masing daerah destinasi wisata serta akses eksternal antar
destinasi wisata.

b. Pengembangan aksesibilitas di Destinas Pariwisata Kabupaten (DPK)
Mass Tourism berupa peningkatan kualitas jaringan jalan dan moda
transportasi pada koridor utama , segmen jalur selatan dan tengah
Pacitan rute akses menuju masing-masing daerah destinasi wisata
pengembangan fasilitas transfer moda pada jalur koridor utama
khususnya di Kota Pacitan sebagai pintu gerbang utama peningkatan
dan pengembangan rambu-rambu penunjuk ke arah masing-masing
destinasi wisata dan koridor utama sampai dengan koridor masuk ke
masing-masing destinasi wisata, penataan akses internal area parkir
dan sistem sirkulasi pada masing-masing daerah destinasi wisata serta
akses eksternal antar destinasi wisata.

c. Pengembangan aksesibilitas di Destinas Pariwisata Kabupaten (DPK):
Wisata Budaya dan minat khusus berupa peningkatan kualitas jaringan
jalan dan moda transportasi pada koridor utama, segmen jalur selatan
dan timur (Pacitan-Tulakan-Ngadirojo-Sudimoro-Trenggalek) rute akses
menuju masing-masing daerah destinasi wisata pengembangan fasilitas
transfer moda pada jalur koridor yang menghubungkan Pacitan-
Kebonagung-Sudimoro-Trenggalek, pengembangan fasilitas transfer
moda pada jalur koridor utama khususnya di Arjosari, Tegalombo,
Tulakan-Ngadirojo, Kebonagung-Sudimoro, pengembangan rambu-
rambu penunjuk ke arah masing-masing destinasi wisata dan koridor
utama sampai dengan koridor masuk ke masing-masing destinasi wisata
penataan akses internal area parkir dan sistem sirkulasi pada masing-
masing daerah destinasi wisata serta akses eksternal antar destinasi
wisata; dan

d. Pengembangan aksesibilitas di Destinas Pariwisata Kabupaten (DPK):
Agrowisata berupa peningkatan kualitas jaringan jalan dan moda
transportasi pada koridor utama, segmen jalur utara dan timur dari
arah Kabupaten Ponorogo-Arjosari-Pacitan serta rute akses menuju
masing-masing daerah destinasi wisata, pengembangan fasilitas transfer
moda pada jalur koridor utama khususnya di kota Kecamatan
Nawangan, Kecamatan Bandar dan Kecamatan Tegalombo dari arah
Ponorogo sebagai pintu masuk utama peningkatan dan pengembangan
rambu-rambu penunjuk ke arah masing-masing destinasi wisata dan
koridor utama sampai dengan koridor masuk ke masing-masing
destinasi wisata, penataan akses internal area parkir dan sistem
sirkulasi pada masing-masing daerah destinasi wisata serta akses
eksternal antar destinasi wisata.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan
Fasilitas Pariwisata

Pasal 23

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan

fasilitas pariwisata meliputi:

a. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas
pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi
pariwisata,

b. Peningkatan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata
yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing
destinasi pariwisata; dan



c. Pengendalian prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata
bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas
daya dukung.

Pasal 24

(1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan
fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

a. Mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana
umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung
perintisan destinasi pariwisata;

b. Meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan prasarana
umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta;
dan

c. Merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum,
dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi
pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.

(2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum,
dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan
kualitas dan daya saing destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

a. Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara
Pemerintah dan swasta;

b. Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian
pengelolaan; dan

c. Mendorong penerapan prasarana umum, fasilitas umum, dan
fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan
berkebutuhan khusus.

(3) Strategi untuk pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas
umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang
sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud
dalam pasal 23 huruf ¢, meliputi:

a. Menyusun regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung
lingkungan; dan

b. Mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pemberian insentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum,
dan fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 26

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui:

a. Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan
bidang kepariwisataan,

b. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan

c. Penguatan kesadaran wisata masyarakat.

Pasal 27

(1) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan
bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a,
dengan cara:



a. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan
kepariwisataan; dan

b. Menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan
pariwisata.

(2) Salah satu bentuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam
pembangunan bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a dan huruf b adalah desa wisata.

(3) Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b, dengan cara
meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan inovasi produk
sebagai penunjang sektor pariwisata.

(4) Penguatan kesadaran wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
pasal 26 huruf c, dengan cara meningkatkan pemahaman, dukungan,
dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Sapta Pesona.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 28

Pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi:

a. Pengembangan investasi fasilitas kepariwisataan,

b. Penataanregulasi di bidang investasi usaha pariwisata; dan

c. Peningkatan peran sektor swasta dan masyarakat dalam melakukan
investasi usaha pariwisata.

Pasal 29

(1) Pengembangan investasi fasilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 28 huruf a, dengan cara:
a. Menyusun rencana fasilitas kepariwisataan;
b. Melakukan kesepakatan bersama antara Pemerintah, swasta, dan
masyarakat atas rencana investasi fasilitas kepariwisataan; dan
c. Membangun mekanisme kontrol dan pemeliharaan atas investasi
fasilitas kepariwisataan yang dilakukan.
(2) Penataan regulasi di bidang investasi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 28 huruf b, dengan cara:
a. Penataan regulasi penanaman modal yang aspiratif; dan
b. Peningkatankoordinasi kelembagaan untuk memfasilitasi penanaman
modal oleh swasta maupun masyarakat.
(3) Peningkatan peran sektor swasta dan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 28 huruf c, dengan cara:
a. Mengembangkan sistem informasi peluang investasi di daerah;
b. Mengembangkan promosi investasi di bidang pariwisata; dan
c. Mengembangkan dukungan kelembagaan bagi penyediaan modal
untuk investasi di bidang pariwisata oleh masyarakat daerah.

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 30

Arah pembangunan pemasaran pariwisata kabupaten adalah sesuai dengan
misi pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b.
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Pasal 31

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata kabupaten meliputi:

a. Pengembangan posisi kabupaten sebagai destinasi pariwisata dengan
melihat pada karakter produk dan profil wisatawan,

b. Pengembangan materi promosi pariwisata;

Pengembangan pusat informasi pariwisata; dan

Perluasan jaringan promosi

o

Pasal 32

(1) Pengembangan posisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a,
dengan cara menciptakan slogan untuk pariwisata kabupaten.

(2) Pengembangan materi promosi sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf
b, dengan cara:

a. Reformulasi format dan materi alat-alat promosi pariwisata; dan
b. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk alat
promosi.

(3) Pengembangan pusat informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pasal
31 huruf c, dengan cara mengembangkan pusat informasi pariwisata di
lokasi yang strategis yang mudah dijangkau dan berada pada rangkaian
jalur pergerakan wisatawan.

(4) Perluasan jaringan promosi sebagaimana dimaksud pasal 31 huruf d,
dengan cara:

a. Melakukan kerjasama promosi dengan daerah tujuan wisata di
sekitar kabupaten; dan

b. Melakukan kerjasama pengembangan sistem informasi wisata
dengan daerah lain yang menjadi pintu masuk wisatawan di sekitar
kabupaten

BAB V
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 33

Arah pembangunan industri pariwisata kabupaten adalah sesuai dengan
misi pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c.

Pasal 34

Strategi pembangunan industri pariwisata kabupaten meliputi:

a. Peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata;
dan

b. Penguatan kemitraan usaha pariwisata.

Pasal 35

(1) Peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata
sebagaimana dimaksud pasal 34 huruf a, dengan cara:
a. Peningkatan daya saing usaha pariwisata; dan
b. Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan dan
kepastian perizinan.



(2) Penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 34

huruf b,dengan cara:

a. Pengembangan kerjasama industri lintas sektor; dan

b. Pengembangan sistem kerjasama usaha skala besar dengan usaha
menengah, kecil dan mikro.

BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Pasal 36

Arah pembangunan kelembagaan pariwisata kabupaten adalah sesuai
dengan misi pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 6
huruf d.

Pasal 37

Strategi pembangunan kelembagaan pariwisata kabupaten meliputi:

a.
b.
g

d
e.
f

(1)

(2)

(3)

(4)

Penguatan kelembagaan di pemerintah kabupaten;
Penguatan kelembagaan di masyarakat;
Kerjasama kelembagaan;

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
Program pemagangan; dan

. Pelaksanaan konsep tata kelola yang baik.

Pasal 38

Penguatan kelembagaan di pemerintah kabupaten sebagaimana

dimaksud pasal 37 huruf a, dengan cara:

a. Melengkapi struktur organisasi dan diperkuat dengan staf yang

relevan;
b. Melakukan koordinasi kelembagaan di Pemerintah, swasta, dan
masyarakat.

Penguatan kelembagaan di masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 37

huruf b, dengan cara pembentukan kelembagaan di masyarakat sekitar

daya tarik wisata.

Kerjasama kelembagaan sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf c,

dengan cara:

a. Mengembangkan percontohan model kerjasama; dan

b. Mengembangkan mekanisme koordinasi yang efektif antar organisasi
perangkat daerah.

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud

Pasal 37 huruf d, dengan cara:

a. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pengambil kebijakan
di pemerintah kabupaten;

b. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pelaku usaha
pariwisata; dan

c. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia masyarakat di sekitar
DTW.

Program pemagangan sebagaimana dimaksud pasal 37 huruf e, dengan

cara memberikan kesempatan bagi sumberdaya manusia di

pemerintahan, pelaku usaha, maupun masyarakat di bidang yang

relevan.

Pelaksanaan konsep tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pasal

37 huruf f, dengan cara mengaplikasikan prinsip tata kelola yang baik

dalam pengelolaan DTW.



(2)

(3)

(1)

BAB VII
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 39

Indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan
sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah.

Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan
kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab
didukung oleh Perangkat Daerah terkait lainnya dan Pemerintah
Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat.

Ketentuan mengenai pelaksanaan indikasi program pembangunan
Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan Ripparkab.

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara:

a. Koordinasi lintas sektor; dan

b. Pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang
kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran
pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya
manusia.

Pasal 41

Dokumen Ripparkab secara detail sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan
Daerah ini.

Dokumen Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pacitan Tahun
2016-2025;

Tahapan Pengembangan,

Peta,;

Arah Kebijakan Destinasi Pariwisata;

Arah Kebijakan Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

Arah Kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata; dan

Arah Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan

oo o



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN

.

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195910171985031015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 475-12/2016
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016-2025

UMUM

Kepariwisataan merupakan sektor unggulan dalam pembangunan
daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi dan ekonomi kreatif
kawasan perkotaan dan pedesaan. Kepariwisataan merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah. Selain itu, kepariwisataan daerah juga
menjadi salah satu daya saing dan keunggulan dari daerah sehingga
pariwisata di Kabupaten Pacitan menjadi salah satu daya saing
perekonomian daerah.

Kepariwisataan merupakan suatu kegiatan yang memiliki fungsi strategis
dan bersifat multidimensional serta melibatkan seluruh aspek kehidupan
masyarakat. Kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi sebagai
penggerak seluruh potensi yang dimiliki daerah dan menjadi pemicu
pengembangan kegiatan lain yang memerlukan penanganan secara
terpadu, khususnya perencanaan kegiatan pembangunan kepariwisataan
di Kabupate Pacitan, Provinsi Jawa Timur, pengawasan, pembinaan,
perizinan dan pengembangan pariwisata daerah menjadi wewenang
kabupaten.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten merupakan
pedoman utama pembangunan kepariwisataan Kabupaten. Guna
memberikan arah pada pembentukan dan pelaksanaan regulasi,
kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan kepariwisataan kabupaten
untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Rencana induk tersebut
mencakup aspek pembangunan destinasi wisata, pembangunan industri
pariwisata, pembangunan pemasaran dan promosi wisata dan
pembangunan kelembagaan pariwisata di Kabupaten Pacitan sesuai
dengan arah dan kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional dan
provinsi.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan
kepada daerah kabupaten di bidang kepariwisataan, khususnya
pembinaan dan pengaturan kegiatan usaha pariwisata, promosi
pariwisata kabupaten dan kegiatan kepariwisataan lainnya, maka untuk
memberikan landasan hukum bagi kepastian usaha pariwisata, promosi
pariwisata kabupaten diperlukan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Kabupaten dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.



Pasal 3

Huruf a
Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Wisata
adalah upaya terpadu dan sistematik seluruh komponen
Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan,
meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan
serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi
pariwisata.

Huruf b
Yang dimaksud dengan  “Pembangunan  Pemasaran
Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam
rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan
produk wisata dalam mengelola relasi dengan wisatawan
untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku
kepentingan pariwisata di daerah.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata”
adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka
mendorong penguatan  struktur industri pariwisata,
peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan
kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis
pariwisata dan pengembangan tanggung jawab terhadap
lingkungan.asas adil dan merata” adalah bahwa setiap warga
masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan
pariwisata.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan
Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam
rangka pengembangan organisasi kepariwisataan,
pengembangan sumberdaya manusia pariwisata untuk
mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan
penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi
pariwisata.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Komponen pembangunan kepariwisataan adalah unsur-unsur yang
menjadi bagian dari destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata,
industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan.

Termasuk dalam unsur-unsur tersebut diatas adalah para
pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan yaitu:
masyarakat, pelaku usaha, dan Pemerintah sampai dengan
desa/kelurahan.



Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.



Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas
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A. SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2016-2025

Tar"get Per?:apaian

Kondisi
No Indikator S/D Tahun Tahap I ‘ Tahap II
2015 2016 - 2020 2021 - 2025
1. | Produk Domestik Regional 2,004% 2,505% | 3,006%
Bruto (PDRB) sektor }
2. | Pengelolaan destinasi 25% 63% | 75%
wisata ‘ i ‘|+ B
3. | Pengembangan museum 42% 75% | 86%
dan geosite ]
| 4. | Penyelenggaraan event, 69% 80% | 92% “I
festival seni dan budaya 1 ‘
5. | Jumlah kunjungan wisata | 1.556.950 2.650.000  4.520.000
| a. Wisatawan Mancanegara|  1.448 2.299 } 3.578 |
b. Wisatawan Nusantara | 1.555.502 |  2.647.701 = 4.516.422
| .
6. | Retribusi PAD sektor 6.819.664.800 | 16.681.900.000 = 20.268.000.000 i
|
Pariwisata | _;
7. | Tenaga kerja Sektor 3,07% 3,97% | 4,60% |
! Pariwisata | j
8. | Jumlah Pertumbuhan 2,83% 3,70% | 4,57% %
akomodasi Pariwisata :
9. | Jumlah Penginapan - |
a. Hotel 20 Htl/ 24 Htl/ 27 Htl/ |
400 Km 440 Km 500 Km
b. Hdmestéy - 52 Hs/ 60 Hsl/ | 65 Hs/
364 Km 400 Km 450 Km




B. TAHAPAN PENGEMBANGAN

No | Tahapan i - Uraian
Pengembangan
1 | Tahapl Destinasi Pengembangan daya tarik wisata potensial
2016- sebagai daya tarik wisata baru untuk
2020 meningkatkan daya saing dan akselerasi
perkembangan pariwisata Kabupaten

Pacitan.

Pengembangan jalur-jalur wisata lintas
DPK, lintas kabupaten maupun lintas
provinsi dengan menjalin kerjasama
intensif dengan  kabupaten tetangga
maupun provinsi.

Penyediaan  prasarana umum  yang
memadai bagi pengembangan pariwisata di
masing-masing kawasan wisata.

Penyediaan fasilitas umum yang memadai
bagi wisatawan dan masyarakat pada
umumnya.

Pengembangan sarana transportasi yang
nyaman ke dan dari daya tarik wisata
untuk meningkatkan jumlah kunjungan
wisatawan ke daya tarik wisata.

Pengembangan fasilitas wisata di destinasi
wisata untuk meningkatkan kenyamanan
dan kepuasan wisatawan di DTW.

Pengembangan dan penguatan kapasitas
masyarakat sebagai tuan rumah di
destinasi wisata.

Penyusunan Kajian Pengembangan DPK
sesuai arahan pengembangan yvang telah
ditetapkan.

Penyusunan Rencana Detail Pembangunan
Daya Tarik Wisata atau Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan Daya Tarik
Wisata terutama pada DTW vang menjadi
prioritas.

Pengelolaan serta penguatan tindakan
pelestarian sumber daya wisata dan
lingkungan di daya tarik wisata.
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Pemasaran

Industri

Pengembangan model pemasaran
kepariwisataan guna memperluas pasar,
baik wisatawan nusantara atau wisatawan
mancanegara

Pengembangan strategi dan materi serta
konten promosi yang terkini, komprehensif
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing
lainnya. -

Pengembangan media promosi yang
dipergunakan, baik secara elektronik (IT)
ataupun non elektronik.

Pengembangan citra kepariwisataan
Pacitan sebagai destinasi wisata yang unik,

| aman, nyaman.

Pengembangan fasilitasi, regulasi, insentif
dan disinsentif untuk pengembangan
usaha pariwisata. S

Pengembangan kemitraan antar para
pelaku industri wisata dalam rangka
menunjang destinasi Pacitan.

Pengembangan prosedur dan mekanisme
tanggung jawab sosial industri wisata bagi
penguatan kapasitas dan lingkungan
masyarakat di sekitar daya tarik wisata.

Pengembangan standarisasi dan sertifikasi
Sumber Daya Manusia dan industri di
bidang usaha jasa pariwisata
mengantisipasi pelaksanaan Masyarakat
Ekonomi ASEAN 2015. ]

Kelembagaan

Peningkatan koordinasi lintas Perangkat
Daerah dalam menyusun dan
melaksanakan program terkait dengan
pengembangan pariwisata di Kabupaten
Pacitan. -

Penguatan kompetensi sumberdaya
manusia di pemerintahan agar responsif
terhadap fenomena dan  perubahan-
perubahan yang dapat mempengaruhi
pembangunan kepariwisataan di
Kabupaten Pacitan. ]

Pengembangan Badan Promosi Pariwisata
Daerah Kabupaten Pacitan untuk
melakukan promosi destinasi secara
optimal.

Pengembangan dan penguatan Kelompok
Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kabupaten
Pacitan. S

Pengembangan kompetensi sumber daya
manusia terkait dengan kapasitas dan
ketrampilan pada beberapa asosiasi:
Himpunan Pramuwisata, ASITA, PHRI,
Saka Pariwisata (Pramuka), Polisi
Pariwisata.




Tahap II
2021-
2025

Destinasi

Terwujudnya Pacitan sebagai destinasi
unggulan di Jawa Timur yang aman,
nyaman, dan menarik serta mudah
dijangkau ditunjang dengan lingkungan
yang terjaga sehingga mampu
meningkatkan PAD dan kesejahteraan
masyarakat. ]

Pemasaran

Terwujudnya pemasaran yang sinergis,
unggul dan Dbertanggungjawab untuk
meningkatkan kunjungan dan lama tinggal
wisatawan.

Industri

Terwujudnya industri pariwisata yang
berdaya saing, kredibel, mampu
menggerakkan kemitraan usaha, dan
bertanggung jawab atas kelestarian dan
keseimbangan lingkungan alam dan sosial
dan budaya ]

Kelembagaan

Terwujudnya organisasi kepariwisataan
level pemerintah dan masyarakat
(komunitas), regulasi dan mekanisme
operasional yang efektif dan efisien guna
mendorong kepariwisataan berkelanjutan. |
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D.ARAH KEBIJAKAN: PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Arah kebijakan sesuai dengan misi lyaitu destinasi pariwisata yang nyaman bagi wisatawan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
serta meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat kabupaten Pacitan, dijabarkan dalam strategi, rencana, dan arahan program aksi

sebagai berikut:

Ruang

Sosialisasi arahan

| pengembangan tiap

| DPK kepada dinas

| dinas terkait, legislator,
' investor (pelaku bisnis)
' dan masyarakat.

S| —

NN\ —

TAHAPAN
UNSUR DAN
STRATEGI RENCANA ARAHAN FEOURSN | JF RSN AT PERANGKAT TARGET
AKSI PIMI | PUM TERKAIT
- - 12345 1m | ) i
1 2 3 456 7 8 9 10 11
F‘engembangan—1 Pengembangan Penyusunan arahan ’% Perangkat Daerah | Tersusunnya
sistem Kawasan teknis pengembangan % yang menangani | Kawasan
keruangan Pariwisata tiap DPK meliputi: % | urusan bidang | Pengembangan
wisata terpadu | sesuai dengan 1.Cakupan DTW % | kepariwisataan, Pariwisata
melalui DPK, yaitu 2.Tema Pengembangan % i tata ruang, dan | Kabupaten Pacitan
pembentukan 1. DPK A Wisata | 3.Skala Prioritas % j | perencanaan. beserta arahan
Wilayah Geopark 4. Pengembangan % | ! pengembangannya.
' Pengembangan | 2. DPK B Mass atraksi % |
Kepariwisataan Tourism 5.Pengembangan % || i
dengan tema- 3. DPK C Wisata Fasilitas Wisata % || |
tema khusus. dan Minat (Amenitas) % {
4. DPK D 6. Aksesibilitas % |
Agrowisata 7.Manajemen Tata % ‘
_ |

|
 Perangkat Daerah ‘
' yang menangani
| urusan bidang
' kepariwisataan, |
tata ruang,
' perencanaan, dan
hubungan
masyarakat.

Tersosialisasinya
(diketahuinya) DPK
Kabupaten Pacitan

' oleh  pihak-pihak |
terkait sebagai |
pedoman untuk |

pengembangan tata |
ruang pariwisata.



UNSUR DAN
STRATEGI RENCANA ARAHA]::;:IOGRAM PEL;IESAN::: PERANGKAT TARGET
TERKAIT
12345 I
1 2 3 4 6/ 7 8 9 10 11
i Pengembangan Identifikasi sistem Perangkat Daerah | Teridentifikasinya
kualitas koridor | transportasi saat ini yang menangani | permasalahan
sirkulasi untuk mengetahui urusan bidang dalam sistem
internal yang | masalah, kendala dan kepariwisataan, transportasi serta
menghubungkan | hambatan serta tata ruang, tersusunnya

antar pusat- | prioritas program
pusat pelayanan | pengembangannya.
pada masing-
masing DPK.

PJ
2
5

7

Z

g
%
/
%
%
é
Optimalisasi Pembentukan dan % Perangkat Daerah | Tersedianya pusat
%
%
%
g
7
%
_

perencanaan, dan | agenda perbaikan
investasi. dan penambahan

gerbang utama | operasionalisasi Pusat yang menangani | informasi

untuk menjaring  Informasi Pariwisata urusan bidang pariwisata

wisatawan dari  (Tourism  Information kepariwisataan, Kabupaten Pacitan.

luar Pacitan, | Center) di pintu masuk tata ruang,

utamanya Donorojo, Nawangan perencanaan,

optimalisasi dan Ngadirojo. perhubungan,

gerbang informasi dan

Donorojo, telekomunikasi.

Nawangan dan | ’ | | 1
... |Ngadirgpo. | | R ]
 Pengembangan | Pengembangan | Penetapan pusat-pusat % - | ' Perangkat Daerah | Tersedianya ‘
 fasilitas ‘ pusat-pusat i pelayanan pada tiap % ‘ ! I 'yang menangani fasilitas umum
| layanan wisata | pelayanan pada | DPK - % | ; ' ‘ urusan bidang ' yang mencukupi ‘
' terpadu dalam | tiap zona | Penyediaan fasilitas | 7/ /%7 kepariwisataan, | sesuai dengan ‘
& rangka pengembangan. : umum yang memadai % perencanan, j standar ‘
pembentukan pada kota-kota yang % pembangunan | kesejahteraan |
| simpul-simpul ; ' menjadi pusat / fisik, swasta dan | masyarakat di
pusat | | pelayanan di masing- | 7 4% masyarakat | dalam rencana tata |
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TAHAPAN
ARAHAN RAM UNSUR DAN
STRATEGI RENCANA A;;OG PﬁmSANAAN PERANGKAT TARGET
P TERKAIT
12 3 4 11
1 2 3 456 7 8 9 10 11
pelayanan masing DPK. 77 ruang Kabupaten
skala regional Kota-kota regional ini / Pacitan.
dan lokal merupakan simpul %%
pusat pelayanan baik %%
skala regional maupun %%
lokal. Fasilitas minimal %%
yang perlu disediakan %%
adalah: _
1. Fasilitas akomodasi %
2.Fasilitas perdagangan %
3.Fasilitas peribadatan %
4. Fasilitas sosial % /
budaya /
5.Fasilitas kesehatan % 7 /ﬁ
Pengembangan | Rencana Pengembangan tematik : Perangkat Daerah  Berkembangnya
produk Pengembangan produk wisata dalam yang menangani | produk wisata
 kepariwisataan | Tematik Produk | setiap DPK yaitu : j | urusan bidang | disetiap DPK
' Kabupaten Wisata Terpadu | 1.Pengembangan 7 ' kepariwisataan, sesuai dengan
| Pacitan melalui Produk Pariwisata | Pengelola Daya  tema-tema yang
| strategi Berbasis Wisata Alam | Tarik Wisata, | ditetapkan.
| pengembangan | Goa  (Karst) dan ' Kelompok ~ Sadar |
| tematik Pantai serta - Wisata |
' kepariwisataan | didukung oleh Basis | ‘(Pokdarwis).
 terpadu dalam Wisata Lainnya | ' Masyarakat lokal,
| satu kesatuan dalam Satu Kesatuan ' Asosisasi
kwilayah Tema Pengembangan Perusahaan
| pengembangan Wisata “Marine and ' Perjalanan Wisata‘
| kepariwisataan. | Nature Eco-Karst 7 | Indonesia (ASITA), |
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STRATEGI

RENCANA

ARAHAN PROGRAM

TAHAPAN

PELAKSANAAN

AKSI

PIM1I

(=

2 3

PJM
II

UNSUR DAN
PERANGKAT
TERKAIT

TARGET

3

F-Y

5 6

10

11

Tourism” merupal?ajn
perpaduan antara
DPK Wisata Geopark

NS
NN @ [en

.Pengembangan
Produk Pariwisata
Berbasis Wisata Alam
Bahari, Wisata Kota
dan Wisata Budaya
dalam Satu Kesatuan
Tema Pengembangan
Wisata “Marine,
Culture and Urban
Tourism” merupakan
perpaduan antara
DPK mass tourism

ML

. Pengembangan

Produk Pariwisata
Berbasis Wisata Alam
(Pantai, Goa dan
Gunung) serta Wisata |
Budaya dalam Satu |
Kesatuan Tema
Pengembangan

Wisata “Marine,
Nature and Cultural
Tourism merupakan
perpaduan antara |
DPK Wisata Budaya |

LA

7

dan Biro
Perjalanan

Wisata.
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STRATEGI

RENCANA

ARAHAN PROGRAM
AKSI

TAHAPAN
PELAKSANAAN

UNSUR DAN

PJMI | PJM

1

[y

23 II

PERANGEKAT
TERKAIT

TARGET

3

® |

4 5 6 9

10

11

dan Minat.

\

7

4
7
%

N

4.Pengembangan

Produk Pariwisata
Berbasis Wisata
Buatan dan Wisata
Budaya/Sejarah

dalam Satu Kesatuan
Tema Pengembangan
Wisata “Man Made
and Pilgrimade
Historical  Tourism”
dan wisata budaya
pedesaan vulkan
sebagai produk di
DPK Agrowisata .

-

Pengembangan
produk
kepariwisataan
| mengacu pada
pendekatan

| koridor wisata
| terpadu lintas
| batas wilayah.

|
|
|

Pengembangan
jaring-jaring

kunjungan
wisatawan
' melalui
| kerjasama
| pengembangan
' produk wisata
: terpadu.
|

1. Pengembangan jalur
paket wisata lintas
batas wilayah.

/
/
%
/
é
/
%
|
Z

N

| — -

NN

Perangkat Daerah

yang menangani

urusan bidang

' kepariwisataan,

| perencanaan,

' kerjasama

| perbatasan,;

| .
Pemerintah

. Kabupaten

| Pacitan;

dan

| salah

Berkembangnya
jalur paket wisata
lintas batas |
wilayah yang [
bertujuan agar |
Pacitan menjadi |
satu |
destinasi wisata l
yang termasuk
dalam jalur utama!
kunjungan
wisatawan.




TAHAPAN

UNSUR DAN |
STRATEGI RENCANA ARARAN EROGRAM it AR anann PERANGKAT TARGET |
AKSI PIMI | PUM TERKAIT
12345 II
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
o 2. Sosialisasi jalur Perangkat Daerah | 1.Tersosialisasikan
paket wisata lintas yang menangani nya jalur paket

|
L

batas wilayah pada
pihak terkait mulai

dari instansi
pemerintah, Biro
Perjalanan  Wisata,
wisatawan sampai
masyarakat sekitar
DTW serta
pengembangan
kerjasama yang akan
dilaksanakan.

LI ~ [
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N

N

urusan bidang
kepariwisataan,
perencanaan,
kerjasama dan
perbatasan serta
hubungan
masyarakat.

3. Pelaksanaan rencana |
jalur paket wisata
lintas batas wilayah.

V/

AL

_

Pelangkat Daerah | Terjualn)a
yang menangani ‘ hidupnya
bidang ‘ wisata lintas batas
 wilayah yang telah |
_dan | dikembangkan

urusan
kepariwisataan,
kerjasama

.Adanya
komitmen antar
pihak dalam
pengembangan
jalur paket
wisata lintas

. Dilaksanakannya

.Meningkatnya

wisata lintas
batas wilayah
pada pihak-pihak
terkait.

batas wilayah.

jalur paket
wisata lintas
batas wilayah.

kunjungan
wisatawan
Kabupaten
Pacitan.

ke |

|
atau |
paket |

ch‘L



TAHAPAN

UNSUR DAN !

STRATEGI RENCANA ARAHA:::IOGRAM pgmsmm PERANGKAT | TARGET
|_SVER.1 | Fom TERKAIT
12345 11
1 2 3 4 5 6/ 7 8 9 10 11
perbatasan; Biro | Pacitan dan
Perjalanan kabupaten-
Wisata /Pelaku kabupaten lain
Usaha Jasa | disekitarnya.
i Pariwisata.
Kerjasama Membangun kerjasama 7 Pemerintah ' Adanya kerjasama
pengembangan dengan daerah lain Kabupaten ' dengan daerah lain
jalur dan koridor | yaitu provinsi maupun Pacitan; | yaitu provinsi
wisata terpadu | kabupaten/kota di Pemerintah maupun
lintas regional, | sekitar Pacitan serta Provinsi Jatim; | kabupaten/kota di
mencakup: daerah-daerah yang Pemerintah sekitar Pacitan
pengembangan menjadi gerbang masuk Provinsi  Jateng; | dalam
fasilitas wisatawan / Pemerintah  DIY; pengembangan
akomodasi & | mancanegara seperti beserta jalur dan koridor
penunjang Surabaya, Balli, / pemerintah wisata terpadu |
wisata, simpul- | Yogvakarta dan Jakarta kabupaten lintas regional. |
simpul transit dalam pengembangan / ataupun kota | }
serta | koridor wisata yang yvang terkait. 1 q
| infrastruktur di | termasuk didalamnya / | a
sepanjang jalur | adalah Kabupaten L
dan koridor | Pacitan. ‘
%

| utama wisata.

S— S ——

N

! ——————
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UNSUR DAN ;
STRATEGI RENCANA ARAHAI:;SITIOGRAM e PERANGKAT | TARGET
TERKAIT
1 2 3 10 11
Pengembangan | Pengembangan 1. Mengidentifikasi Pemerintah Tersedianya
fasilitas umum | fasilitas Layanan kebutuhan fasilitas Kabupaten fasilitas umum dan
dan fasilitas Kepariwisataan layanan wisata pada Pacitan melalui | fasilitas wisata

. wisata untuk
skala pusat
pelayanan dan
DTW.

masing-masing DTW
sesuai arah
pembangunan yang
ada dalam DPK dan
KSPK.

. Membuat pedoman

perencanaan DTW
yang dapat
digunakan sebagai
pedoman
pembangunan
termasuk
didalamnya
pembangunan
fasilitas layanan.

N

Perangkat Daerah
vang menangani
urusan bidang
penyediaan

fasilitas umum
dan fasilitas
pariwisata.

untuk menunjang
layanan
kepariwisataan
yang memadai bagi
wisatawan di DTW
dan pusat-pusat
pelayanan yang
telah ditetapkan.




| TAHAPAN
ARAHAN RAM UNSUR DAN
STRATEGI RENCANA Al!{’;QIOG Pll!)‘.‘l;nA[KlSAN:?N PERANGKAT TARGET
M
TERKAIT
12 5 II
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11
Pengembangan | Penyempurnaan | 1. Pelaksanaan ?V 7 Perangkat Daerah | 1. Meningkatnya
sistem dan | poros antar zona Rencana yang menangani kualitas jalan
jaringan untuk Pembangunan dan urusan bidang mantap
aksesibilitas meningkatkan Peningkatan Jalan perencanaan dan | Sehingga:
yang handal | kemudahan sesuai dengan pembangunan - Mobilitas
antar wilayah pencapaian dan arahan dalam jalan, serta pendududuk
biaya perjalanan Rencana Tata Ruang perhubungan. makin lancar
yang rendah Wilayah Kabupaten - Sirkulasi dan
Pacitan distribusi
/ barang dan
jasa semakin
/ lancar
/ (termasuk
wisatawan) .
/ - Perekonomian
penduduk
makin lancar.
/ 2.Meningkatnya
_

2. Pembuatan papan |

petunjuk menuju
DTW di sepanjang
koridor utama
penghubung antar

AN H HHIIH1INIIHIH0mo

Nianhihiia e

AL

Perangkat Daerah
yang menangani
urusan bidang
perhubungan.

|

B I

kapasitas jalan |
_mantap

Tersedianya papan l‘
' petunjuk menuju |
' DTW yang |
_informatif dan |
jelas. !

]



STRATEGI
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|
|
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1
|

| i
. UNSUR DAN |
RENCANA | ARAHAN PROGRAM  PELAKSANAAN | PERANGKAT | TARGET |
\ AKSI PIMI | PUJM TERKAIT ‘
- 112345 II |
. 2 3 45 6 78 9 10 11
| Peningkatan | 1. Peningkatan kualitas | 7% Perangkat Daerah | Meningkatnya
kualitas dan kenyamanan yang menangani kualitas dan |
pelayanan moda angkutan darat urusan bidang  kenyamanan ,
angkutan khususnya pada perencanaan dan | angkutan darat |
perjalanan jalur/poros antar perhubungan. meliputi:  jumlah,
zona serta usia, kondisi fisik,
pembuatan rute dan fasilitas moda

|
!

angkutan baru.

. Peningkatan kualitas

dan kenyamanan
angkutan darat serta
penambahan moda
transportasi baru.

' Peningkatan

kenyamanan
perjalanan
wisata

. Pengembangan
Fasilitas Gerbang
Wisata di lokasi
strategis di
Kabupaten Pacitan
(Donorojo,
Nawangan dan
Ngadirojo).

angkutan darat

Perangkat Daerah
yang menangani
urusan bidang
perencanaan,
perhubungan dan
pembangunan

- fisik fasilitas
pariwisata.

7 R W

Adanya gerbang |
wisata yang tidak
hanya sebagai
pintu masuk

kabupaten namun
juga menyediakan

berbagi informasi |
dan kebutuhan |
dalam perjalanan
wisata |



T TAHAPAN | i |
' ARAHAN RAM LAK AAN | UNSUR DAN '
STRATEGI RENCANA l All::IOG Ao IM SANP JM - PERANGKAT TARGET ‘1
| 2348 m | TERKAIT |
1 [ ___J. 3 |ase78 9 | 10 11
3. Pengembangan dan %7/ l Meningkatnya
Peningkatan kualitas %% , kualitas fisik
fisik fasilitas transfer %% ' meliputi: kapasitas,
inter‘ mclx:la / terr;‘:inal- % é ' kebersihan,
termina angkutan / 7 keamanan, dan
- - darat. ] %/// sebagainya.
Pengembangan | Penyediaan 1. Pengadaan air bersih V%% Perangkat Daerah | Tersedianya |
prasarana prasarana | dan kamar mandi di %% yang menangani prasarana umum
umum di | umum di DTW. urusan bidang | kawasan wisata
kawasan kawasan wisata perencanaan, yang dapat
wisata untuk pembangunan berfungsi dengan
kemudahan dan ‘! | prasarana dan | baik dan
kenyamanan L A | fasilitas umum. kapasitasnya
wisatawan ' 2. Pengadaan listrik %? PLN sesuai dengan
~_menuju dan di DTW. %% kebutuhan.
3. Perencanaan dan ?? Perangﬁit_f)aerah
pgrzgem}caianga_n _ %é yang menzta)pdgani
sistem dan jaringan urusan idang
| persampahan dan %% ~ perencanaan,
| | pembuangan limbah %% - pembangunan
| . di DTW. n %% ; prasarana | |
B o || D umum. N




TAHAPAN | | |
! UNSUR DAN
STRATEGI RENCANA MAI:;;OGRAM PIE,'I;IA:{ISATN:‘?:: | PERANGKAT TARGET
TERKAIT
12345 II
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11
Perencanaan dan %V V/ Perangkat Daerah
pengembangan sistem yang menangani
dan jaringan drainase. / urusan  bidang |
perencanaan,
pembangunan
prasarana
e A 7z wmum. | R
Pengembangan | Penetapan Penetapan baku mutu 7% Perangkat Daerah | 1. Tersusun-nya
kepariwisataan | peraturan yang  dan daya dukung yang menangani baku mutu, dan
Kabupaten jelas sebagai | lingkungan di urusan bidang daya dukung
Pacitan  yang | perlindungan kawasan/objek wisata lingkungan hidup lingkungan di
berwawasan dan pengelolaan | yang telah berkembang. % setiap
lingkungan lingkungan Penyusunan AMDAL di . kawasan/objek
melalui sinergi | sebagai dampak | objek wisata unggulan. | T wisata yang
pengelolaan dari Pengelolaan dan | ‘ telah /sudah
| lingkungan perkembangan Pemantauan i | berkembang
secara terpadu | DTW Lingkungan di ! ' 2.Kesadaran |
dan kawasan/objek wisata [ 1 lingkungan |
' berkesinambun | ' yang telah berkembang. 777 | ~ terhadap i
' gan. | Penetapan daya ' | ??V/ . kebersihan dan
| % | dukung lingkungan ' %% - kenyamanan ‘
| | (carwyng capacity) pada : : % pada sgtiap i
| | ' setiap DTW yang akan | Z kgwrasan /objek |
| t | dikembangkan. | | | wisata
: ' Menggalakkan/membu % (munculnya !
| | dayakan bersih pantai budaya  bersih |
. | | atau bersih pantai, goa, dll)
N ) _| kawasan/objek wisata. 77 . | S.Minimalisasi |




TAHAPAN
UNSUR DAN
STRATEGI RENCANA AR A R AN | PERANGEAT TARGET
AKSI PJM I PJM TERKAIT
12345 11
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11
Kampanye dan Z %7 kerusakan
sosialisasi kepada %% lingkungan pada
masyarakat tentang %% kawasan
pentirl;llg'nya : %g wisata/DTW
penghijauan pada 7
kawasan/objek wisata %%
yang rawan longsor. éé
Peningkatan Pengiriman staf untuk 7 1. Tersedianya Ahli
kompetensi mengikuti  pendidikan amdal, audit
dalam formal ataupun non lingkungan dan
pengelolaan formal di bidang pariwisata
lingkungan pariwisata, manajemen, . Penegakan
dan Amdal/Audit 7 hukum di
Lingkungan. é bidang dan
. f/// // .
pengembangare || o g
pariwisata dan potensi % stakeholder
dampak vang % dalam
| ditimbulkannya. % pengelolaan
| | Penegakan hukum /7777 . lingkungan
| | ' konservasi dan / ‘_
| i i lingkungan hidup yang 2 ]
; ‘ | terkait dengan
i | | pembangunan dan ’
! pengelolaan %
I | kawasan/DTW. 7 I




ARAHAN RAM LAK AAN UNSUR DAN
STRATEGI RENCANA Do &= o PERANGKAT TARGET
AKSI PJM I PJM TERKAIT

1 2 3 4 5 6 10 11

Pembinaan hubungan
yang saling
menguntungkan
dengan pemangku
kepentingan khususnya
masyarakat sekitar
dalam pengelolaan
lingkungan

Evaluasi pelaksanaan
program dan
rekomendasi untuk
pelaksanaan  program
jangka berikutnya

LN

7 Perangkat Daerah | Meningkatnya
yang menangani keterlibatan
urusan bidang | masyarakat dalam
kepariwisataan proses
dan pengembangan
pemberdayaan daya tarik wisata, |
masyarakat, mulai dari |
Pemerintah Desa. | perencanaan ‘
| sampai dengan
| pengelolaan. |

Pemberdayaan | Peningkatan Peningkatan

masyarakat kapasitas dan | keterlibatan

melalui peran masyarakat dalam

kepariwisataan | masyarakat pengembangan

dalam kepariwisataan dengan

pembangunan ' menerapkan konsep

bidang pengembangan

kepariwisataan | pariwisata berbasis
| masyarakat.

?

NN

NN
&

\
}

N




[ TAHAPAN
. UNSUR DAN
STRATEGI RENCANA ARAHAN PROGRAM | PELAKSANAAN | ppp ANGKAT TARGET
AKSI PJM I PJM TERKAIT
12345 II
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
— Penguatan 7 7 Perangkat Daerah | Adanya |
kelembagaan yang menangani | kelembagaan
masyarakat yang urusan bidang | masyarakat yang
terlibat dalam kepariwisataan kuat yang terlibat
pengelolaan daya tarik dan dalam pengelolaan
wisata. pemberdayaan daya tarik wisata.
masyarakat,
Pemerintah Desa.
Peningkatan Peningkatan Perangkat Daerah | Meningkatnya
usaha ekonomi keterampilan  sumber yang menangani  kualitas SDM di
masyarakat di daya manusia dalam urusan bidang | tingkat masyarakat
bidang proses produksi kepariwisataan vang bergerak di
kepariwisataan maupun manajemen dan peningkatan | bidang usaha
usaha. kualitas SDM kepariwisataan
Inovasi produk sebagai 7 sehingga dapat
penunjang sektor mengembangkan
pariwisata produk yang
7 7 <] - | inovatif dan baik .
Penguatan Peningkatan Perangkat Daerah | Menguatnya
' kesadaran pemahaman, yvang menangani | kesadaran
. | wisata - dukungan, dan urusan bidang ' masyarakat |
' | masyarakat partisipasi masyarakat kepariwisataan | tentang sadar i
| ' ‘ dalam mewujudkan ' dan ' wisata dan Sapta
‘ | | Sapta Pesona pemberdayaan | Pesona. J
] masyarakat, 1
I | I %%4 Pemerintah Desa. ‘ o ]
' Peningkatan Pengembangan | Penyusunan rencana ‘{ ' Perangkat Daerah | Tersusunnya daftar |
fasilitasi, | investasi sarana | investasi sarana dan || | yang menangani ‘kfpuzphan_ sarana



l TAHAPAN
UNSUR DAN
STRATEGI RENCANA AR A PERANGKAT TARGET
TERKAIT
i 12345 II N
1 2 3 456 7 8 9 10 11
regulasi dan dan prasarana prasarana publik yang 7 W% urusan bidang dan prasarana
insentif untuk | publik pada partisipatif dalam /% kepariwisataan, publik pada lokasi
pengembangan | lokasi dan jalur | konteks kepentingan %% tata ruang, DTW
usaha prioritas sesuai masyarakat lokal dan %% penanaman modal
pariwisata dengan pengembangan %% dan perizinan;
kebutuhan pariwisata. %1// Pemerintah Desa
Kesepakatan bersama %% dan Pokdarwis. ’I‘ersusunnyakdan
rencana investasi antar tersosialisasikanny
dinas/lembaga terkait g% a:
bersama masyarakat %% 1. Kesepakatan
dan swasta / // bersama dalam
Pembangunan bidang investasi
mekanisme kontrol oleh 2.Mekanisne
semua pihak yang pemeliharaan
sehat atas dan kontrol
implementasi investasi investasi
sarana dan parasarana
_publik tersebut. | 777 | |
Pembangunan
| mekanisme %% |
i } pemeliharaan hasil | %% | ! |
| investasi yang jelas dan | %é i | | i
| melibatkan masyarakat | | :
| et o
Ti - | Pelibatan  pemerintah gg?%V }zﬁrb‘éﬂgunnya“
| | lokal/masyarakat %%%% | komitmen
S . | setempat  untuk L 44%% 7/ | masyarakat




T TAHAPAN l
ARAHAN RAM LAK AAN UNSUR DAN
STRATEGI RENCANA AIIK)SIOG Pf: JM ISAN PERANGKAT TARGET
TERKAIT
1234
1 2 - 3 4,5 6 7 10 11
perencanaan —maupun %V%’/ dalam  bidang
implementasi fisik %% investasi
sarana dan prasarana prasarana publik
publik Z% publik skala
7 / desa/lokal pada
%% g}r(g/si—lokasi
z% / 5. Tersedianya dana
%%% stimulan  setiap
%%% tahun
|
Pengembapgan Pen_gembanga_n aturan %V% Perangkat Daerah Tersusunnya
aturan main dan | main/regulasi %% yang menangani aturan main
prosedur penanaman modal yang /777 urusan bidang | penanaman modal.
(regulasi) aspiratif. %% perencanaan,
investasi Qalgm Pengembangan . % kepariwisataan, 1. Tersusunnya
usa.ha. panw1lsata | prosedur operasi tata ruang, dgn
bagi pihak-pihak | standar bagi | penanaman_rpodal ‘ ditetapkannya !
| yang tertarik. penanaman modal yang | dan perizinan, | rancangan |
dapat memberi ruang 5 kerjasama. | perangkat !

|
i
|

i kontrol kepada publik.

|
|

hukum aturan

I

main penanaman

modal.
2.Tersosialisasikan

ya/disosialisasik

annya perangkat
_hukum aturan



TAHAPAN |
LAKSANAAN UNSUR DAN
STRATEGI RENCANA ARAHAN FROGRAM | PRLANEAN PERANGKAT TARGET
AKSI PJMI1 | PUM
: TERKAIT
3 I
1 2 3 6 9 10 11

Pembagian peran antar
pemerintah kabupaten
dan provinsi dalam
mengatur penanaman
modal.

I—Pengembangan
koordinasi
kelembagaan
memfasilitasi
penanaman modal oleh
sektor  swasta dan

untuk

main penanaman
modal sampai
tingkat desa.
3.Tersusunnya
prosedur
operasional
standar
penanaman
modal
4.Disosialisasikann
ya perangkat
hukum aturan
main penanaman
modal sampai
tingkat desa.
Tersusunnya nota
kesepakatan dalam
pembagian peran
penanaman modal
| antara Pemerintah |
Provinsi dan |
Kabupaten. ]
Diimplementasikan |
nya koordinasi |
antar instansi |
dalam mendorong
penanaman modal |
| sektor  pariwisata |

|
|



TAHAPAN
UNSUR DAN
STRATEGI RENCANA ARAHAH:QIOGRAM Pf’:‘l;:!KISANm PERANGKAT TARGET
TERKAIT
12345 I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
masyarakat. o 7 %%77/ oleh sektor swasta
ééé%/% dan masyarakat
Peningkatan Pengembangan sistem Perangkat Daerah | Terbangunnya
peran (fasilitasi) | informasi potensi yang menangani sistem  informasi
sektor swasta | investasi di urusan bidang | investasi
dan masyarakat | kawasan/lokasi perencanaan, ke%ariwisata;n
dalam potensial. kepariwisataan, Kabupaten Pacitan
melakukan tata ruang, | yang menarik,
investasi  yang penanaman modal @ informatif, terkait
bersifat dan perizinan, | dengan  investasi
komersial % kerjasama. sektor lain, dan
/usaha ,4/% terkini.
pariwisata. Peniembangar]zi . % Akganya frtcfzrketirgg_
marketing t agl yang informa
promosi investasi. Z Qan tmenarik lziagi
investor an
Z terdistribusi
% kepada calon-calon
! % investor yang |
| | I R potensial
1 | | Pengembangan sistem ? Dikembangkannya |
| ‘ | kelembagaan/ % | dan ‘ ‘
‘ | | duk.ungan kglembaggan % | dlla.ksanakannya ;
| bagi penyedlaap caplta? % , }(eljasar_na antar |
scheme untuk investasi % | instansi/lembaga |

pengembangan DTW
| oleh masyarakat
B | lokal/setempat. %4

R

pengembangan |

]permodalan dalam
' rangka mendukung |




AHAP ‘ |
| ARAHAN PROGRAM PE:AKSANALN " UNSUR DAN | |
STRATEGI RENCANA x PERANGKAT | TARGET
AKSI ~ PJM1 | POM FRBRATY
12345 1

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11
- I % capital scheme

| jé | pariwisata




E. ARAH KEBIUAKAN PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Arah kebijakan sesuai dengan misi2 yaitu: Pemasaran pariwisata yang sistematis, tepat _éé._s_éi‘énﬁwd;nﬁfb;éﬁgnggungjawab untuk
meningkatkan kunjungan wisatawan, dijabarkan dalam strategi, rencana, dan arahan program aksi sebagai berikut:

l l TAHUN | UNSUR DAN
i STRATEGI | RENCANA | ARBHANTROGRAM | P ARCARSAT PERANGEKAT TARGET ‘
| AKSI S I TERKAIT |
1121345 IO | - !
Pengembangan | Diversifikasi | Perencanaan dan %% Perangkat Daerah - Adanya |
positioning serta penciptaan  Pengembangan %% yang menangani diversikasi ?
dengan melihat | produk-produk Kawasan Pantai Selatan %% - urusan bidang  produk pada
pada karakter | baru bernuansa | Kabupaten Pacitan %% kepariwisataan, kawasan-
produk dan | rekreatif dan | (termasuk potensi desa- %% ' perikanan dan kawasan wisata/
| profil wisata keluarga desa wisata yang ada di %% kelautan, budaya DTW vang sudah ‘
| wisatawan dan massal yang  sekitarnya) terkait %% dan sejarah, serta dikembangkan |
1 berbasis pada dengan perikanan dan %% pemberdayaan - Terciptanya J
jenis wisata alam | kelautan. %Véﬁ | | masyarakat. . produk-produk |
dan budaya Perencanaan dan | / / baru, terutama |
Pengembangan i // ada kawasan |
Kawgasan ¢ Wisata %é \pNisata/DTW |
Monumen Jenderal %/ yang belum
Sudirman dan desa- i berkembang I

. |desa vulkan sekitarnya
| | serta potesi wisata agro.

' Perencanaan dan

4&

|
} | Kawasan Pacitan bagian | |

| Pengembangan }
| Timur ‘
| Perencanaan dan

' Pengembangan
' Kawasan Geopark di
1 bagian barat Pacitan

N




STRATEGI

TAHUN !
UNSUR DAN
RENCANA WS‘IOGRAM —?%,I‘}%;{f-wm PERANGKAT 1 TARGET
TERKAIT |
- 12345 11 |
Perencanaan dan ?V ? ' 3
Pengembangan w /% ’
Kawasan Pantai atu
Karung sebagai %%%
Kawasan Wisata Minat %%%
gh;isqs Petualangan é%% |
ahari 22 —
Perencanaan dan %%% 1\
Pengembangan ' %g%
g:\wasar;h Ts1tus %%%
rsejarah (Song Terus, ///
Bak  Soka,  Telaga %/%
Guyang Warak dan / %/
sebagainya) \ ééé ;
Penciptaan Pengembangan  brand ? Perangkat Daerah | Terciptanya brand]!
slogan/branding | name citra daerah %/ yang menangani name citra daerah
untuk pariwisata | tujuan wisata urusan bidang | tujuan wisata
Kabupaten (destination image) % kepariwisataan (destination image)
Pacitan Kabupaten Pacitan. Ada % dan hubungan  Kabupaten Pacitan.
|::2t:3rapa cara antara é/ gﬁi“g}?ﬁi:n |
‘e Lomba penciptaan . [ Hotel dan |
i logo dan brand name // ‘ Restoran
e Diskusi terbatas ? : | ' Indonesia (PHRI); |
. antara . ASITA; Perguruan
| pemerintah/dinas % : ' Tinggi; Pengelola | |
i terkait dengan % / l ‘ Daya Tarik | |
akademisi, pelaku // . | Wisata. | |
‘ pariwisata dan / 7 i , |




TAHUN
UNSUR DAN
STRATEGI RENCANA AR R O RAM A PERANGKAT TARGET
PIM| TERKAIT
%1/ 72 345 II
masyarakat untuk
menciptakan logo dan 2%
brand name tersebut. éé, |
Sosialisasi brand name ?ﬁ Perangkat Daerah | Tersosialisasinya
citra daerah tujuan / vang menangani| brand name citra
wisata (destination urusan bidang | daerah tujuan
image) Kabupaten !kepariwisataan wisata (destination
Pacitan. dan hubungan | image) Kabupaten
masyarakat, Pacitan.
serta komunikasi
dan informasi.
Pengembangan | Reformulasi ' Pengembangan materi %7’ Perangkat Daerah | Tercetaknya alat
materi promosi | format dan | promosi cetak (printed % yang menangani promosi cetak yang
dengan media | materi alat-alat | material) brosur, leaflet, / urusan bidang sesuai dengan:
cetak, audio | promosi peta wisata, buku saku kepariwisataan, - informasi terkini
visual, pariwisata dalam | wisata, Pariwisata hubungan - segmen
ataupun bentuk cetak, | Kabupaten Pacitan masyarakat, serta wisatawan yang
pemanfaatan yang difokuskan | untuk Segmen komunikasi dan akan diraih
teknologi pada penguatan | Wisatawan  Nusantara informasi.
' informasi, positioning serta | dan Wisatawan
kebutuhan | Mancanegara
informasi | |
wisatawan . e I R ]
| Reformulasi | Perencanaan dan Perangkat Daerah TTerbangun dan |
' format promosi pengembangan situs ' yang menangani dapat diakses oleh
kepariwisataan | promosi Pariwisata urusan bidang umum situs |
Kabupaten ' Kabupaten Pacitan kepariwisataan, pariwisata '
Pacitan melalui | sesuai dengan hubungan Kabupaten Pacitan l
media internet ‘ perkembangan teknologi | masyarakat, serta ’ yang informatif |




TAHUN

|
‘ ' UNSUR DAN
STRATEGI RENCANA | ARAHAN PROGRAM  PELAKSANAAN | pERANGKAT =~ TARGET
| AKSI . PJMI |[PJM TERKAIT | |
{ I 1/2/3)145 1 | | 3
| | informasi. V%?V komunikasi dan | serta selalu |
i %% informasi. | menyajikan w
o B 7 - informasi terkini
Pengembangan @ Kerjasama i Perencanaan dan ?%7 Perangkat Daerah | Adanya kerjasama
pusat promosi dan | pengembangan %% yang menangani | lintas daerah |
informasi pemaketan kerjasama promosi %% urusan bidang | dalam bidang
pariwisata wisata dengan | serta pembuatan paket %% kepariwisataan, promosi wisata
pada lokasi | daerah tujuan | wisata lintas regional %% kerjasama dan
strategis yang WiS«":lta di %% per‘patasan; Biro
mudah sekitarnya % % Perjalanan
dijangkau dan QZ _/ Wisata; ASITA.

berada pada
rangkaian jalur
pergerakan
wisatawan

Perencanaan dan
pengembangan
kerjasama promosi
serta pembuatan paket
wisata lintas regional
dengan biro perjalanan
wisata (BPW) baik
nasional maupun
internasional

%

7

Pengembangan
Sistemn Informasi
Wisata bersama
lintas
kabupaten /kota
(Yogyakarta, Solo
dan Surabaya)
sebagai pintu

masuk

Perencanaan dan
Pengembangan Sistem
Informasi Wisata Lintas
Kabupaten /Kota dan
provinsi serta perluasan
jalur distribusi promosi
di Yogyakarta, Solo dan
Surabaya

NALLRMunmn

Perangkat Daerah
yang menangani

Adanya kerjasama

dengan BPW

yang menangani
urusan bidang
kepariwisataan di
Kabupaten
Pacitan maupun
lintas
provinsi/kabupate

Z

n/kota; ASITA,

urusan bidang | nasional maupun

kepariwisataan; internasional

Biro Perjalanan | dalam

Wisata (BPW); | pengembangan dan

ASITA. pelaksanaan paket
wisata lintas

A regional.

Perangkat Daerah | Berkembangnya |

Sistem Informasi
Wisata lintas
kabupaten/kota
dan provinsi serta
perluasan jalur
Distribusi Promosi
di Yogyakarta, Solo
dan Surabaya.

|
|

®
(4



TAHUN

[
I UNSUR DAN

STRATEGI RENCANA | ARAHAN PROGRAM  PELAKSANAAN | pppANGKAT TARGET
| AKSI PUMI [PJM P eI T

] 12345 1m |

wisatawan : [ 7 BPW;PHRI.

mancanegara '

(Wisman) o ]
| Perluasan Perluasan Mengikuti pameran % Perangkat Daerah | Dikenalnya Pacitan
jaringan jaringan di | wisata nasional yang menangani | sebagai  destinasi
promosi tingkat nasional | ataupun lokal baik atas urusan bidang | wisata yang cukup

maupun nama kabupaten kepariwisataan, potensial dan dapat

internasional. maupun kerjasama hubungan bersaing dengan
dengan provinsi Jawa masyarakat, destinasi lain di
Timur atau  Negara informasi dan | Jawa Timur
Kesatuan Republik komunikasi. maupun Indonesia.
Indonesia. %

|
1

F.ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA

Arah kebijakan sesuai dengan misi 3 yaitu Industri pariwisata kredibel, bersemangat kemitraan dan kooperasi, dan bertanggung jawab
terhadap lingkungan alam dan sosial budaya., dijabarkan dalam strategi, rencana, dan arahan program aksi sebagai berikut:

TAHAPAN
UNSUR DAN
STRATEGI RENCANA ARAHAN PROGRAM | FELABBANAAN | PRRANGEAT TARGET
AKSI PIM I PJM TERKAIT
12345 II
Peningkatan Peningkatan Peningkatan %%7 f/’ Perangkat Daerah | Meningkatkan
Kualitas dan | Daya Saing | standardisasi bagi %% % yang menangani | standar pengelolaan
Keragaman Usaha usaha pariwisata / / /, urusan bidang | dan pelayanan di
Produk Usaha | Pariwisata Peningkatan 7 / kepariwisataan;P | usaha
pengelolaan usaha % HRI; ASITA; | kepariwisataan
pariwisata 4% lembaga sesual aturan yangg
Peningkatan  standar 77/ ///// sertifikasi usaha | berlaku secara

=

&




TAHAPAN

| . UNSUR DAN
STRATEGI RENCANA ARARAN FROCERAMN PELAKSAFMN . PERANGKAT TARGET
| AKSI . PJMI | PJM | TERKAIT |
| 12345 1II ‘
| " hotel sebagai 7 pariwisata;dan ' nasional. |
* ' saranameeting, . asosiasi para ‘
~ incentive, conference - pelaku usaha |
dan exhibition (MICE) | pariwisata ‘
lainnya.
Menciptakan Pengembangan Z rF’erangkat DaerahJ Kemudahan dan
iklim usaha | perijinan usaha 'vang menangani | kepastian dalam
vang kondusif | pariwisata satu atap | urusan bidang | proses pengurusan
' Pengembangan sistem 7 kepariwisataan, perijinan usaha
| perizinan integratif penanaman modal | pariwisata.
untuk berbagai jenis dan perizinan.
usaha pariwisata.
- e — SN 77
Penguatan Pengembangan Peningkatan 7 Perangkat Daerah | Meningkatnya
Kemitraan Pola-Pola penyerapan produk yang menangani penggunaan produk
Usaha Kerjasama lokal dalam wusaha urusan bidang | lokal
Pariwisata Industri Lintas | kepariwisataan. perencanaan,
Sektor kepariwisataan,
koperasi,
perindustrian dan
perdagangan.
Penggunaan sumber 7/ Perangkat Daerah | Terserapnya tenaga
daya manusia (SDM yang menangani | kerja lokal yang
lokal) dalam urusan bidang | kompeten. |
penyelenggaraan usaha kepariwisataan ;
| pariwisata. dan tenaga kerja. | :
Pengembangan sistem Perangkat Daerah | Adanya kerjasama |
. | kerjasama _terintegrasi yang menangani | yang  saling

]
’

=



TAHAPAN
UNSUR DAN
STRATEGI ‘ RENCANA AEABENFROGRAN, | TS aoesiny PERANGKAT | TARGET
AKSI . PJM1 PJM TERKAIT | !
| | 12345 1m | | |
! ' antara pariwisata- 7 % urusan bidang | menguntungkan
pertanian-perikanan kepariwisataan, | antara pariwisata- |
(hulu-hilir) / koperasi, industri | pertanian-perikanan ‘
dan perdagangan,
/ pertanian dan
peternakan,
kelautan dan
perikanan, dan
ketahanan
pangan.
Pengembangan Pengembangan usaha 7 Perangkat Daerah | Menguatnya
pola- mikro kecil dan yang menangani  dukungan UMKM
polakerjasama menengah dalam urusan bidang  untuk usaha
sebagai bagian | mendukung usaha kepariwisataan, kepariwisataan
dari kepariwisataan koperasi, industri
tanggungjawab Pengembangan 7 dan perdagangan | Berkembangnya
terhadap kemitraan sistem kemitraan yang
lingkungan alam | bapak angkat antara saling
dan sosial | usaha kepariwisataan menguntungkan
budaya. yvang sudah maju dan antara usaha besar
berskala besar dengan dan Usaha mikro,
UMKM kecil dan menengah
7 (UMKM).




G.ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Arah kebijakan sesuai dengan misi 4 yaitu: Kelembagaan kepariwisataan yang akuntabel, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif

dan efisien, serta sumberdaya manusia yang kompeten dalam rangka mendorong perkembangan kepariwisataan Kabupaten Pacitan,

dijabarkan dalam strategi, rencana, dan arahan program aksi sebagai berikut:
|

| TAHUN | |
| ARAHAN PELAKSANAAN UNSUR DAN
STRATEGI RENCANA PROGRAM AKSI : 2P J:l:l 1 = o ‘;IM Pﬁ‘%mﬁ‘l‘ TARGET
Penguatan Melengkapi Rekrutmen staf % 7 Perangkat Daerah | Struktur S
kelembagaan | struktur baru dan/atau % / yang menangani | organisasi
di pemerintah | organisasi Rekrutmen staf dari / urusan bidang | lengkap dengan
kabupaten dinas lain yang % Kepegawaian. staf yang relevan
memiliki % / pada tahun 2020
kemampuan dalam % /
bidang /
perencanaan, % /
pengembangan / /
DTW a _
pemasaran ! - %/%,g ///
F ionalisasi | Pengat kembali P kat Daerah | P tan staf
giaf usklk | podsisiafpads %% yRog . memangani|jaes ais S
meningkatkan struktur organisasi, %% urusan bidang | dengan
kinerja di Dinas | tidak hanya /% Kepegawaian. kapasitasnya
Pariwisata, terfokus pada %% Proporsi
Bappeda, ketatausahaan /% seimbang antar
Perekonomian % % bagian/bidang/s
dan Dinas / / eksi
terkait yg %/
| /
mmgna | _




TAHUN

' Peran gkat

' Perangkat

| !
| | ARAHAN PELAKSANAAN
| STRATEGL | RENCANA PROGRAM AKSI = PJMI | PJM |
E | } 12 3/4/5 1
1 ' Kelembagaan di TMemper’tahankan /
| ‘ %
1 | masyarakat | model kelembagaan
| | sekitar daya ‘ yang sudah ada di
,‘ | tarik wisata masyarakat, yang
bisa menjadi ciri
khas daerah
Menjalin Menc1ptakan
komunikasi yang | hubungan kerja
tepat dalam | dan koordinasi
koordinasi yang humanitarian,
kelembagaan di | demokratis, dan
pemerintah, partisipatoris
swasta dan | (HDP), dan
masyarakat dituangkan dalam
peraturan serta tata
tertib.
Penguatan Pembentukan Penyuluhan dan
kelembagaan | Pokdarwis, sosialisasi sadar
di Koperasi, wisata
masyarakat Kelompok
Pengrajin,
sanggar seni dan
budaya

UNSUR DAN
PERANGKAT
TERKAIT

yang
urusan
kepariwisataan,
Perguruan Tinggi,
LSM, Pemerintah
Desa dan Kecamatan,
Pokdarwis

menangani
bidang

| TARGET
|

Daerah I Terbentu knya |

“ kelembagaan
 yang kuat di
 sekitar objek
wisata, |
berdasarkan '

karakter lokal

Perangkat Daerah
yang menangani
urusan bidang
kepariwisataan,

Perguruan Tinggi,
Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM),

Pemerintah Desa dan
Kecamatan, Pelaku
industri pariwisata

Tersusunnya |
peraturan '
pegawai dan tata
tertib yang
berdasarkan
kemanusiaan,
demokratis (tidak |
otoriter

pimpinan), dan |
semua staf dapat|
berpartisipasi !

Daerah
yang menangani
urusan bidang
kepariwisataan,

koperasi, industri dan
perdagangan; Swasta.

aktif |
Diketahuinya dan '
terpahammya
mengenai sadar
wisata oleh
masyarakat
terutama !
masyarakat di |

sekitar objek dan |
daya tarik wisata. ‘




TAHUN

UNSUR DAN
ARAHAN PELAKSANAAN |
STRATEGI ! RENCANA PROGRAM AKSI , N : J;!I“ i 1‘ P ‘IIIM ! P'E;‘RE;I:(GAI:;T TARGET
| J] f Pembentukan ' W R | (Terbentu.kn_\:é : 'W
' | Pokdarwis/Koperasi | % j | ' | E:;iimqs DT&; |
Kel k |
: éerfg?‘g}ﬁ? di DTW % * | ‘ unggulan ‘
o g:?nl?frl:;gmya %% 7 Terbentuknya ‘
kerajinan, % ii?fjgiﬁ;n sgr;;
pemasaran, dan / .
| kelembagaan % / koperasi
' Kerjasama Mengembangkan | kerjasama @V% // % Perangkat Daerah Terbentuknya
kelembagaan | model pengelolaan antar % % yang menangani kerjasama
percontohan pola | pemerintah-swasta- % /% urusan pldang pengelolaan DTW
kerjasama masyarakat pada % % % / kepanw1sa§?a‘r_1l%) 1
A / Sl I
Pariwisata)
.
Mendorong | Studi tentang % ﬁ% . . Perangkat Daerah Penanaman
sektor swasta investasi dan / yang menangani modal oleh
. .
agar bersedia penanaman modal 77Z - | urusan bidang swasta padg _
menanamkan Seminar tentang 7/ perencanaan dan bidang pariwisata
investasi sektor | investasi dan % ' penanaman modal.
pariwisata penanaman modal % |
4 |




| | i UNSUR DAN ‘
| ARAHAN _ PELAKSANAAN
- STRATEGI RENCANA " PROGRAM AKSI | PIM I T PaM PERANGKAT \ TARGET
| | '1]2/3]a][5] m | TREERhEy |
! ’ | sosialisasi dan [ 7_ Perangkat ! Terciptanya |
pengembangan L Daerahyang | koordinasi yang ‘
model percontohan menangani urusan ' harmonis dan |
| investasi dan || bidang perencanaan, | terselenggarakan |
penanaman modal kepariwisataan, dan nya event- event
penanaman modal, pariwisata atas
penelitian, dan kerjasama 1
pengembangan, tersebut
perhubungan,
komunikasi dan
informasi,koperasi,
perindustrian dan
perdagangan,
Koordinasi Pembentukan, 777 Perguruan Tinggi,
Kelembagaan pembinaan dan %% ASITA, PHRI, HPIL.
pelaku industri | kerjasama dengan %%
pariwisata ASITA, PHRI, HPIL. / /
_ /




| TAHUN
| UNSUR DAN
ARAHAN ' PELAKSANAAN
RENCANA I PROGRAM AKSI = PJM I PIM PERANGEAT |  TARGET |
1/2[/3/4][5]| m | |

| RTalalal s TERKAIT | ,
[ Kegiatan 1 - Lomba I 7 7 7 Perangkat Daerah !— Terciptanya .
| perlombaan, Pokdarwis, ; / yang menangani | pokdarwis yang:
festival, pasar Lomba Koperasi, urusan bidang | kuat ’
seni dan budaya Lomba Desain / perencanaan, - Terbentuknya 1
untuk lembaga Cinderamata kepariwisataan, koperasi
masyarakat Pengrajin, / koperasi, - Terbentuknya
Busana Daerah, perindustrian dan | event tahunan
Makanan / perdagangan; Swasta. | pasar seni dan

. Dombms.  ddan %

Pasar Seni dan

Budaya
Mengembangkan | - Koordinasi 7/7 Perangkat Daerah |- Terbentuknya
mekanisme kelembagaan / yang menangani | forum
koordinasi antara urusan bidang | komunikasi
efektif antar Pemerintah perencanaan, pelaku
dinas/lembaga Kabupaten- kepariwisataan, pariwisata
pemerintah Kecamatan- koperasi, secara vertikal
secara vertikal di Desa. perindustrian dan | - Terlaksananya
dalam Forum perdagangan; Swasta; | pertemuan
pengelolaan DTW komunikasi Perguruan Tinggi; | rutin/tahunan

pelaku LSM; Pemerintah | untuk  pelaku

pariwisata. Desa dan Kecamatan; | industn

Pokdarwis.

pariwisata

=



i
|
} STRATEGI

ARAHAN

RENCANA PERANGKAT TARGET
PROGRAM AKSI 203 [ 41 = TERKAIT
IrPeningkatan Peningkatan - Pendidikan % _ Perangkat Daerah |- Tahun
 kapasitas Kapasitas SDM  khusus % [ | yang menangani | Setiap
| sumberdaya | pengambil | kepariwisataan % urusan bidang | memiliki
' manusia  kebijakan S2 Pa_lriwisata % kepariwisataan, sertiﬁ}cat N
Pemerintah Pelatihan khusus / pendidikan dan | keahlian/pelatih |
Daerah pemasaran % pelatihan, Pemerintah | an
- Pelatih Kab t Pacitan, | dengan
| P::g;r:{)langan Z P:rgl:ﬁi:: ’[‘inggic1 ! bidag:gnya,
produk / misalnya
Pelatih / perencanaan,
n:tivori?ng % pemasaran,
Pelatihan / keuangan.
teknologi % - Tahun
informasi % Seluruh
(kemampuan % pemerintah
komputerisasi dan % daerah .
internet) % kmoegﬁzﬁf
% =23
% teknologi
i :
_ r—




TAHUN

jasa pariwisata, seni
dan budaya,
pengelolaan DTW,
cinderamata dan
makanan khas.

Perguruan Tinggi;
LSM; Pemerintah

Desa dan Kecamatan;

Pokdarwis

sadar wisata di
seluruh wilayah
Pacitan

UNSUR DAN
STRATEGI RENCANA PROA(}mSI _ Pil]‘_l;‘[Ais_AiAgM PFrl;ARNKil:'?T TARGET
! | 1/2/3|4/5| II S
e et 7T 7 rongiat Dot | Beriiiani
it | omaten, sestcan, (8 | 0| | |semmescem  |wesd
| ' ' ' ' / | / rusan bidan kompetensi
| pelaku industri | biro perjalanan / | / urusan bidang p
pariwisata wisata, pemandu % | % ‘ kepariwisataan, kepada pelaku
wisata, kerajinan, / ' / pendidikan dan industri
koperasi. % % pglatihan, Perguruan | pariwisata
/ % I{lglggl, ASITA, PHRI,
Peningkatan Sosialisasi, %W 7/;% Perangkat Daerah - Tahun 2020
Kapasitas SDM | pelatihan dan % % yang menangani Seluruh DTW
di sekitar DTW | pembinaan secara % % urusan bidang telah menerima
bergiliran sehingga % perencanaan, pelatihan
semua DTW dapat % kepariwisataan, kepariwisataan
tercakup. Bidang % koperasi, - Tahun 2020
yang ditingkatkan: % perindustrian dan tercipta
Sapta pesona, usaha % perdagangan; Swasta; | masyarakat
%
|
%
_

1

_




TAHUN

UNSUR DAN
STRATEGI RENCANA PROAGR;AmKSI szﬁsmmm PERANGKAT TARGET
| 1/2/3/4 5 1 TERKAIT <o
Program Pemagangan 1= Pemagangan 7 % 77 Perangkat Daerah | Meningkatnya
pemagangan | bagi SDM | penelitian dan ‘ %%% yang menangani | kemampuan
pemerintah, perencanaan %%% urusan bidang | teknis dan
swasta maupun | - Pemagangan % %% kepariwisataan; praktis dalam
masyarakat di| pemasaran Warga  Masyarakat; | bidang
%%%
bidang yang | - Pemagangan %%% DPRD. kepariwisataan,
relevan. industri pariwisata baik pemerintah,
- Pemagangan Z%% swasta maupun
industri kecil, / / / / masyarakat.
kerajinan, %%%
koperasi, seni dan %/ %
budaya % / /
- Pemagangan /
teknologi informasi 4% Y
Pelaksanaan | Meningkatkan - Pendidikan dan % 7 /V/ Perangkat Daerah | - Meningkatnya
konsep good | profesionalitas, pelatihan tentang % yang menangani disiplin
governance kejujuran, good governance % urusan bidang | - Berkurangnya
(tata  kelola | transparansi - Pemberian % kepariwisataan. pelanggaran-
yang baik) dan penghargaan % pelanggaran
pengabdian. kepada staf teladan % / terhadap
- Pemberian % peraturan
kompensasi pada %
staf berprestasi 7 %// 7

BUPATI PACITAN

INDARTATO




